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Abstract 

This study aims to analyze the concentration of wealth and the inequality of economic 

distribution in Sidenreng Rappang Regency and examine the role of sharia economic 

principles in realizing economic justice based on the maqāṣid al-syarī‘ah framework. 

This study uses a qualitative method with a field research approach. Data were obtained 

through in-depth interviews with seven informants consisting of academics, community 

leaders, business actors, and zakat institution managers, supported by observation and 

documentation. Data analysis was conducted using the interactive model of Miles and 

Huberman which includes data reduction, data presentation, and conclusion 

drawing/verification. The results of the study indicate that the inequality of economic 

distribution in Sidenreng Rappang Regency is influenced by the concentration of capital 

ownership, limited economic access for small communities, weak distribution of business 

opportunities, and the dominance of certain groups in controlling economic resources. 

These conditions cause the distribution of wealth to not be fair and equitableFrom the 

perspective of the maqāṣid al-syarī‘ah (Islamic principles), this phenomenon does not 

fully reflect the principles of distributive justice and social welfare because there are still 

obstacles in fulfilling the economic welfare of society in an inclusive manner. This study 

also found that Islamic economic instruments, such as zakat, infaq, sadaqah, waqf, and 

strengthening Islamic micro-enterprises, have strategic potential in reducing economic 

inequality. However, their implementation still faces various obstacles, particularly the 

dominance of consumptive distribution patterns and the suboptimal empowerment of the 

productive economy. Theoretically, this study expands the study of Islamic economics by 

placing the maqāṣid al-syarī‘ah as an analytical framework to evaluate the phenomenon 

of wealth concentration and economic inequality at the local level. Unlike previous 

studies that generally focused on the effectiveness of zakat, infaq, sadaqah, and waqf 

instruments, this study shows that wealth distribution also needs to be analyzed from the 

aspect of the structure of control of economic resources and the level of achievement of 

distributive justice in society. The novelty of this research lies in the integration of the 

perspectives of economic dominance and maqāṣid al-syarī‘ah in explaining the 

relationship between wealth concentration, community economic access, and the 

achievement of social welfare in the local economic context of Sidenreng Rappang 

Regency. 
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PENDAHULUAN 

Islam memandang aktivitas ekonomi sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan 

sosial dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu prinsip utama dalam ekonomi Islam adalah 

distribusi kekayaan yang adil sehingga tidak terjadi penumpukan harta pada kelompok tertentu 

saja. Sistem ekonomi Islam menolak praktik monopoli, eksploitasi, serta konsentrasi kekayaan 

yang berlebihan karena dapat menimbulkan ketimpangan sosial dan ketidakadilan ekonomi 

(Karim, 2018). Dalam perspektif ekonomi syariah, distribusi kekayaan tidak hanya dipahami 

sebagai mekanisme ekonomi semata, tetapi juga sebagai bagian dari tujuan syariat (maqāṣid al-

syarī‘ah), khususnya dalam menjaga harta (ḥifẓ al-māl) dan menciptakan kemaslahatan sosial. 

Ekonomi Islam mendorong adanya mekanisme distribusi seperti zakat, infak, sedekah, dan 

wakaf, serta melarang praktik riba, gharar, dan penimbunan kekayaan yang merugikan 

masyarakat luas. Konsep tersebut menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam berupaya 

menciptakan keseimbangan antara kebebasan ekonomi dan tanggung jawab sosial agar 

kesejahteraan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat (Siddiqi, 2004). 

Menurut Chapra (2008), pembangunan ekonomi dalam Islam tidak hanya diukur dari 

peningkatan produksi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari pemerataan kesejahteraan dan 

pengurangan kesenjangan sosial (Chapra, 2000). Oleh karena itu, distribusi kekayaan menjadi 

salah satu instrumen penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan stabilitas ekonomi 

masyarakat. 

Namun demikian, realitas ekonomi modern menunjukkan bahwa fenomena konsentrasi 

kekayaan masih menjadi persoalan serius di berbagai negara, termasuk di tingkat lokal. 

Fenomena ini sering dikaitkan dengan munculnya oligarki ekonomi, yaitu kondisi ketika 

kekuasaan ekonomi terkonsentrasi pada segelintir kelompok atau individu yang memiliki kendali 

besar terhadap sumber daya ekonomi, kebijakan publik, dan akses pasar. Oligarki ekonomi dapat 

menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan, memperlebar kesenjangan sosial, serta 

menghambat terciptanya keadilan ekonomi dalam masyarakat (Winters, 2011). Akumulasi modal 

yang berlangsung secara terus-menerus tanpa distribusi yang adil akan memperkuat ketimpangan 

sosial-ekonomi dan menciptakan dominasi ekonomi pada kelompok tertentu . 

Meskipun indikator Rasio Gini Indonesia menunjukkan kecenderungan menurun, 

ketimpangan ekonomi dan konsentrasi kekayaan masih menjadi isu penting dalam pembangunan 

nasional. Data Badan Pusat Statistik mencatat Rasio Gini Indonesia sebesar 0,363 pada 

September 2025, menurun dibandingkan 0,381 pada September 2024 (BPS, 2026). Selain itu, 

beberapa penelitian menunjukkan bahwa struktur ekonomi di berbagai daerah masih didominasi 

kelompok usaha tertentu yang memiliki akses lebih besar terhadap modal, jaringan usaha, dan 

kebijakan ekonomi daerah (Hadiz & Robison, 2013). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa 

pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya diikuti oleh pemerataan distribusi kesejahteraan 

masyarakat. 

Fenomena tersebut juga dapat ditemukan pada tingkat daerah, termasuk di Kabupaten 

Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan. Kabupaten Sidrap merupakan daerah dengan 

potensi ekonomi yang cukup besar, terutama pada sektor pertanian, perdagangan, peternakan, 

dan usaha kecil menengah. Namun demikian, dalam praktiknya terdapat indikasi bahwa 

penguasaan sumber daya ekonomi tertentu cenderung terpusat pada kelompok atau pelaku usaha 

yang memiliki modal dan akses lebih kuat dibandingkan masyarakat pada umumnya. Kondisi ini 
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berpotensi menimbulkan ketimpangan distribusi pendapatan serta membatasi peluang ekonomi 

kelompok masyarakat kecil yang memiliki keterbatasan akses terhadap modal, jaringan 

distribusi, dan peluang pasar. 

Ekonomi Islam menghendaki agar kekayaan tidak terakumulasi secara berlebihan pada 

kelompok tertentu, melainkan harus beredar secara produktif dalam masyarakat. Prinsip tersebut 

bertujuan menjaga keseimbangan sosial, memperkuat solidaritas ekonomi, serta mencegah 

munculnya ketimpangan yang dapat merusak tatanan sosial (Karim, 2018). Dalam konteks 

tersebut, maqāṣid al-syarī‘ah menjadi kerangka penting dalam menilai aktivitas ekonomi karena 

tidak hanya menekankan aspek legalitas formal, tetapi juga memperhatikan kemaslahatan dan 

keadilan sosial. Menurut Auda (2008), maqāṣid al-syarī‘ah harus dipahami secara dinamis dan 

kontekstual dalam menjawab persoalan sosial-ekonomi modern, termasuk ketimpangan distribusi 

kekayaan dan ketidakadilan akses ekonomi masyarakat (Auda, 2008). 

Sebagian besar penelitian mengenai oligarki ekonomi di Indonesia masih berfokus pada 

tingkat nasional atau hubungan antara kekuatan ekonomi dan kekuasaan politik. Mereka lebih 

banyak menyoroti oligarki dalam konteks politik-ekonomi nasional dan struktur kekuasaan elite. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa oligarki lokal dalam sektor pertambangan terbentuk melalui 

hubungan patronase antara elite ekonomi dan elite politik (As’ad et al., 2023). Dominasi 

kelompok tertentu dalam pembangunan reklamasi menyebabkan ketimpangan akses terhadap 

sumber daya ekonomi masyarakat (Bolqiah & Raffiuddin, 2021). Selain itu, Suhardi dan 

Raffiudin (2023) menjelaskan bahwa praktik oligarki dalam sektor pertambangan berlangsung 

melalui aliansi kepentingan ekonomi dan politik yang memperkuat akumulasi modal pada 

kelompok tertentu (Suhardi & Raffiudin, 2023). Sementara itu, Kembaren (2024) melalui studi 

bibliometrik menunjukkan bahwa penelitian mengenai oligarki di Indonesia masih didominasi 

pendekatan ekonomi politik dan demokrasi, sedangkan penelitian yang menghubungkannya 

dengan perspektif ekonomi Islam dan maqāṣid al-syarī‘ah masih relatif terbatas (Kembaren, 

2024). 

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu, dapat dipahami bahwa kajian mengenai oligarki 

ekonomi telah berhasil menjelaskan hubungan antara kekuatan ekonomi, akumulasi modal, dan 

dominasi kelompok elite dalam berbagai sektor strategis. Namun demikian, sebagian besar 

penelitian tersebut masih berfokus pada dimensi ekonomi politik dan relasi kekuasaan, sehingga 

belum memberikan penjelasan yang memadai mengenai implikasi konsentrasi kekayaan terhadap 

keadilan distribusi dan kemaslahatan sosial dalam perspektif ekonomi Islam. Di sisi lain, 

penelitian ekonomi Islam umumnya lebih menekankan peran instrumen distribusi seperti zakat, 

infak, sedekah, dan wakaf dalam mengurangi ketimpangan ekonomi, tetapi belum banyak 

mengkaji bagaimana struktur konsentrasi kekayaan dan akses terhadap sumber daya ekonomi 

terbentuk pada tingkat lokal. Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian dalam 

menjelaskan hubungan antara konsentrasi kekayaan, akses ekonomi masyarakat, dan pencapaian 

tujuan maqāṣid al-syarī‘ah. Penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan 

menganalisis fenomena konsentrasi kekayaan dan ketimpangan ekonomi masyarakat Kabupaten 

Sidenreng Rappang melalui perspektif maqāṣid al-syarī‘ah sebagai kerangka evaluatif terhadap 

keadilan distributif dan kesejahteraan sosial. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan 

maqāṣid al-syarī‘ah sebagai kerangka evaluatif untuk menganalisis hubungan antara konsentrasi 

kekayaan, akses ekonomi masyarakat, dan keadilan distributif pada tingkat lokal, yang selama ini 

lebih banyak dikaji melalui pendekatan ekonomi politik konvensional. 

Berdasarkan kesenjangan penelitian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab tiga 

pertanyaan penelitian (research questions), yaitu: Pertama, bagaimana pola dan karakteristik 
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konsentrasi kekayaan dalam struktur ekonomi lokal Kabupaten Sidenreng Rappang? Kedua, 

faktor-faktor apa yang memengaruhi dan mempertahankan terjadinya ketimpangan distribusi 

ekonomi masyarakat? Ketiga, bagaimana prinsip maqāṣid al-syarī‘ah dapat digunakan untuk 

mengevaluasi dan memberikan solusi terhadap persoalan ketidakadilan distribusi kekayaan dan 

akses ekonomi masyarakat? 

Penelitian ini difokuskan pada analisis pola dan karakteristik konsentrasi kekayaan dalam 

struktur ekonomi lokal di Kabupaten Sidenreng Rappang dengan menitikberatkan pada indikator 

empiris yang dapat diamati secara langsung di lapangan. Fokus penelitian mencakup struktur 

kepemilikan usaha, akses terhadap sumber daya ekonomi seperti modal dan jaringan distribusi, 

tingkat dominasi pasar lokal, serta relasi sosial-ekonomi dan jaringan kekuasaan antara pelaku 

usaha dengan aktor strategis lainnya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menganalisis 

fenomena distribusi kekayaan secara empiris, tetapi juga menilai kesesuaiannya dengan prinsip 

ekonomi syariah dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi konsentrasi kekayaan dan distribusi 

ekonomi masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang, mengidentifikasi faktor-faktor yang 

mempengaruhi terjadinya konsentrasi kekayaan dan ketimpangan distribusi ekonomi, serta 

mengevaluasi fenomena konsentrasi kekayaan dan ketimpangan ekonomi melalui kerangka 

maqāṣid al-syarī‘ah guna menilai tingkat keadilan distributif dan kesejahteraan sosial 

masyarakat. 

 

KAJIAN PUSTAKA 
Kajian mengenai oligarki ekonomi dan konsentrasi kekayaan berkembang dalam 

berbagai disiplin ilmu, terutama ekonomi politik, ekonomi pembangunan, dan ekonomi Islam. 

Dalam perspektif ekonomi politik, oligarki dipahami sebagai kondisi ketika kekuasaan ekonomi 

terkonsentrasi pada kelompok elite yang memiliki kemampuan mempertahankan dominasi 

terhadap sumber daya ekonomi, akses pasar, dan kebijakan publik. Fenomena tersebut 

menyebabkan distribusi sumber daya ekonomi menjadi tidak merata sehingga memperkuat 

ketimpangan sosial dalam masyarakat. Penelitian Tambunan (2023) menjelaskan bahwa praktik 

oligarki di Indonesia terlihat melalui intervensi kelompok elite dalam proses legislasi dan 

kebijakan publik yang berorientasi pada kepentingan kelompok tertentu (Tambunan, 2023). 

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kekuatan ekonomi sering kali memiliki keterkaitan erat 

dengan kekuasaan politik dalam menentukan arah pembangunan ekonomi masyarakat. 

Kajian lain yang dilakukan oleh Sunardi (2020) menunjukkan bahwa oligarki di 

Indonesia berkembang melalui dominasi kapital dan hubungan patronase antara elite ekonomi 

dan elite politik. Relasi tersebut menciptakan struktur ekonomi yang eksklusif sehingga 

kelompok ekonomi lemah mengalami keterbatasan akses terhadap modal, pasar, dan peluang 

usaha (Sunardi, 2020). Dalam konteks lokal, praktik oligarki sering muncul melalui penguasaan 

sektor usaha strategis serta distribusi sumber daya ekonomi yang hanya berpusat pada kelompok 

tertentu. Kondisi tersebut memperkuat konsentrasi kekayaan dan memperbesar ketimpangan 

sosial-ekonomi dalam masyarakat. 

Penelitian empiris mengenai oligarki ekonomi pada tingkat lokal juga menunjukkan 

adanya hubungan antara penguasaan sumber daya ekonomi dan dominasi politik daerah. 

Penelitian As’ad et al. (2023) mengenai kebijakan pertambangan batu bara di Kabupaten Tanah 
Bumbu menemukan bahwa jaringan patronase antara pengusaha dan elite politik menyebabkan 

kontrol sumber daya ekonomi terkonsentrasi pada kelompok tertentu (As’ad et al., 2023). 

Penelitian tersebut menegaskan bahwa praktik oligarki lokal terbentuk melalui hubungan 
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kekuasaan yang memungkinkan kelompok elite mempertahankan dominasi ekonomi secara 

berkelanjutan. Penelitian Bolqiah dan Raffiuddin (2021) mengenai pembangunan reklamasi 

Pantai Utara Jakarta menunjukkan bahwa dominasi oligarki dalam pembangunan perkotaan 

menyebabkan distribusi manfaat ekonomi tidak dirasakan secara merata oleh masyarakat. Proses 

pembangunan cenderung lebih menguntungkan kelompok elite yang memiliki akses terhadap 

modal dan kebijakan pemerintah (Bolqiah & Raffiuddin, 2021). Kondisi ini menunjukkan bahwa 

praktik oligarki dapat memengaruhi arah pembangunan ekonomi dan memperbesar ketimpangan 

distribusi kesejahteraan masyarakat. 

Kajian mengenai praktik oligarki dalam pengelolaan sumber daya alam juga dilakukan 

oleh Suhardi dan Raffiudin (2023) dalam penelitian mengenai pertambangan pasir laut pada 

proyek Makassar New Port. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik oligarki terjadi melalui 

aliansi antara pelaku bisnis dan aktor politik dalam penguasaan sumber daya alam. Relasi 

tersebut bertujuan mempertahankan akumulasi modal dan dominasi ekonomi jangka panjang 

sehingga distribusi manfaat ekonomi menjadi tidak merata (Bolqiah & Raffiuddin, 2021). 

Penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara kekuatan ekonomi dan kekuasaan politik 

menjadi faktor utama dalam terbentuknya konsentrasi kekayaan di tingkat lokal. 

Selain itu, penelitian bibliometrik yang dilakukan oleh Kembaren (2024) menunjukkan 

bahwa kajian mengenai oligarki di Indonesia masih didominasi pendekatan ekonomi politik dan 

demokrasi, sedangkan penelitian yang menghubungkannya dengan ekonomi Islam dan maqāṣid 

al-syarī‘ah masih relatif terbatas (Kembaren, 2024). Temuan tersebut menunjukkan adanya 

peluang penelitian baru untuk mengkaji fenomena konsentrasi kekayaan melalui pendekatan 

normatif Islam, khususnya dalam perspektif keadilan distributif dan maqāṣid al-syarī‘ah. Oleh 

karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan kajian tersebut dengan menganalisis 

konsentrasi kekayaan dalam konteks lokal di Kabupaten Sidenreng Rappang melalui perspektif 

ekonomi syariah. 

Dari berbagai kajian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian mengenai oligarki 

ekonomi secara umum menempatkan konsentrasi kekayaan sebagai konsekuensi dari relasi yang 

kuat antara kekuasaan ekonomi dan kekuasaan politik. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa 

dominasi kelompok elite dalam penguasaan modal, sumber daya, dan kebijakan publik 

berkontribusi terhadap terbatasnya akses ekonomi masyarakat serta meningkatnya ketimpangan 

distribusi kesejahteraan. Sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada analisis 

ekonomi politik dan belum banyak mengkaji dampak konsentrasi kekayaan melalui perspektif 

keadilan distributif dalam ekonomi Islam. Oleh karena itu, penelitian ini berangkat dari asumsi 

bahwa fenomena konsentrasi kekayaan tidak hanya merupakan persoalan struktur ekonomi-

politik, tetapi juga persoalan keadilan distribusi yang perlu dianalisis melalui kerangka nilai dan 

tujuan syariah. 

Dalam perspektif ekonomi Islam, distribusi kekayaan merupakan prinsip fundamental 

yang bertujuan menciptakan keseimbangan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Islam 

memandang bahwa kekayaan tidak boleh hanya beredar di kalangan kelompok tertentu, 

melainkan harus memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam 

QS. Al-Hasyr ayat 7. Prinsip tersebut menjadi dasar normatif bahwa sistem ekonomi Islam 

menolak praktik monopoli, eksploitasi, dan penumpukan kekayaan yang menyebabkan 

ketimpangan sosial. Distribusi kekayaan dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan mekanisme 

ekonomi, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral dan sosial dalam mewujudkan keadilan 

distributif. 

Kajian kontemporer mengenai distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam menunjukkan 
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bahwa instrumen keuangan sosial Islam memiliki kontribusi penting dalam mengurangi 

ketimpangan sosial-ekonomi. Zakat memiliki peran signifikan dalam mengurangi kemiskinan 

multidimensional dan memperkuat redistribusi pendapatan masyarakat (Qanita, 2024). Temuan 

ini sejalan dengan penelitian Saputri, Nurzaroni, dan Fadhilah (2023) yang menunjukkan bahwa 

zakat berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan sehingga berpotensi memperkuat 

pemerataan kesejahteraan masyarakat (Saputri et al., 2023). Selain itu, hasil penelitian terdahulu 

juga menjelaskan bahwa zakat dan wakaf memiliki hubungan erat dengan pengurangan 

ketimpangan ekonomi melalui mekanisme distribusi kekayaan yang lebih inklusif. Keuangan 

sosial Islam di Indonesia memiliki potensi besar dalam memberdayakan masyarakat dan 

memperkuat inklusi ekonomi kelompok lemah. Instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan 

wakaf dipandang mampu menciptakan distribusi kekayaan yang lebih adil serta memperluas 

akses ekonomi masyarakat terhadap sumber daya produktif. Instrumen keuangan sosial Islam 

memiliki kontribusi penting dalam mendukung pemulihan ekonomi masyarakat dan mengurangi 

ketimpangan sosial-ekonomi, khususnya pada masa krisis ekonomi (Ascarya et al., 2022). 

Konsep distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam juga berkaitan erat dengan prinsip 

keadilan ekonomi. Sistem ekonomi Islam menempatkan distribusi kekayaan sebagai bagian dari 

upaya menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Keadilan 

distributif dalam ekonomi Islam tidak hanya bertujuan mengurangi kesenjangan pendapatan, 

tetapi juga memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang adil terhadap peluang ekonomi. 

Ekonomi moral Islam menempatkan kesejahteraan sosial dan keadilan distributif sebagai tujuan 

utama aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam menolak praktik ekonomi yang 

menyebabkan eksploitasi, monopoli, dan konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu. Temuan 

tersebut sejalan dengan penelitian Novian, Zaenuudin, dan Prihantono (2024) yang menunjukkan 

bahwa prinsip ekonomi syariah dalam kebijakan distribusi sumber daya perlu diarahkan pada 

terwujudnya keadilan, pemerataan manfaat, dan kemaslahatan sosial sehingga tidak 

menimbulkan ketimpangan akses di tengah masyarakat (Syah et al., 2024). 

Dalam konteks pembangunan ekonomi, ketimpangan distribusi kekayaan sering 

dikaitkan dengan lemahnya akses masyarakat terhadap peluang ekonomi dan sumber daya 

produktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa solusi ketimpangan ekonomi dalam perspektif 

ekonomi Islam menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil melalui kebijakan sosial-

ekonomi berbasis syariah (Tanjung et al., 2024). Instrumen cash waqf linked sukuk memiliki 

potensi besar dalam mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi melalui penguatan pembiayaan 

sosial dan pembangunan inklusif (Rochaniah & Faizah, 2025). Dalam perspektif hukum 

ekonomi Islam, konsep distribusi kekayaan berkaitan erat dengan maqāṣid al-syarī‘ah. Maqāṣid 

al-syarī‘ah menjelaskan bahwa tujuan syariat adalah mewujudkan kemaslahatan manusia dalam 

seluruh aspek kehidupan, termasuk bidang ekonomi. Salah satu tujuan utama maqāṣid al-syarī‘ah 

adalah ḥifẓ al-māl (perlindungan terhadap harta), yang menekankan bahwa harta harus dikelola 

secara adil dan bertanggung jawab agar memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Oleh karena 

itu, distribusi kekayaan menjadi bagian penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan 

kesejahteraan ekonomi masyarakat. 

Kajian terbaru mengenai maqāṣid al-syarī‘ah menunjukkan bahwa pendekatan tersebut 

dapat digunakan sebagai kerangka evaluatif dalam menilai kebijakan ekonomi dan distribusi 

kekayaan masyarakat. Pendekatan maqāṣid tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga relevan 

digunakan dalam menjawab persoalan ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan sosial 

kontemporer. Dengan menggunakan perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, fenomena konsentrasi 

kekayaan dapat dianalisis tidak hanya dari aspek ekonomi, tetapi juga dari aspek moral dan 



Nurul Asia, Konsentrasi Kekayaan dan Ketimpangan Ekonomi... 

BIFEJ, Vol. 6 (1) Juni 2026 |55 

 

kemaslahatan sosial masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini mengoperasionalkan konsep 

maqāṣid al-syarī‘ah sebagai kerangka evaluatif untuk menilai distribusi kekayaan, akses 

ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. 

Maqāṣid al-syarī‘ah dalam penelitian ini tidak hanya dipahami sebagai landasan 

normatif, tetapi juga digunakan sebagai kerangka analisis untuk mengevaluasi kondisi distribusi 

kekayaan dan ketimpangan ekonomi masyarakat. Secara khusus, prinsip ḥifẓ al-māl 

(perlindungan harta) digunakan untuk menilai sejauh mana sistem ekonomi memungkinkan 

masyarakat memperoleh akses yang adil terhadap sumber daya ekonomi dan kesempatan usaha. 

Dalam perspektif maqāṣid, distribusi kekayaan yang baik tidak hanya diukur dari pertumbuhan 

ekonomi, tetapi juga dari kemampuan sistem ekonomi mencegah penumpukan kekayaan pada 

kelompok tertentu serta memperluas manfaat ekonomi kepada masyarakat secara lebih merata. 

Selain itu, konsep keadilan distributif dalam maqāṣid al-syarī‘ah digunakan untuk 

menganalisis pola distribusi kekayaan yang terjadi dalam masyarakat. Analisis dilakukan dengan 

melihat tingkat pemerataan akses terhadap modal, peluang usaha, dan sumber daya produktif 

yang dimiliki masyarakat. Semakin terbatas akses kelompok masyarakat terhadap sumber daya 

ekonomi akibat dominasi kelompok tertentu, maka semakin jauh kondisi tersebut dari tujuan 

keadilan distributif yang menjadi salah satu orientasi maqāṣid al-syarī‘ah. Maqāṣid al-syarī‘ah 

juga digunakan untuk mengevaluasi dampak distribusi kekayaan terhadap kesejahteraan sosial 

masyarakat. Dalam konteks ini, kemaslahatan tidak hanya dipahami sebagai peningkatan 

pendapatan, tetapi juga sebagai terciptanya kesempatan ekonomi yang lebih inklusif, 

berkurangnya kesenjangan sosial, serta meningkatnya kemampuan masyarakat dalam memenuhi 

kebutuhan hidup secara layak. Dengan demikian, penelitian ini menggunakan maqāṣid al-

syarī‘ah sebagai instrumen evaluatif untuk menilai hubungan antara konsentrasi kekayaan, akses 

ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang. 

Dari berbagai kajian mengenai distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam dapat dipahami 

bahwa instrumen keuangan sosial syariah, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, memiliki 

potensi signifikan dalam mengurangi ketimpangan ekonomi dan memperkuat kesejahteraan 

masyarakat. Akan tetapi, sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti efektivitas 

instrumen tersebut secara normatif maupun kelembagaan, sementara kajian yang secara spesifik 

menghubungkan fenomena konsentrasi kekayaan pada tingkat lokal dengan analisis maqāṣid al-

syarī‘ah masih relatif terbatas. Selain itu, belum banyak penelitian yang menggunakan maqāṣid 

al-syarī‘ah sebagai instrumen evaluatif terhadap struktur distribusi kekayaan dan akses ekonomi 

masyarakat pada level daerah. Oleh karena itu, penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa 

konsentrasi kekayaan dan ketimpangan ekonomi perlu dievaluasi tidak hanya berdasarkan 

indikator ekonomi semata, tetapi juga berdasarkan tingkat pencapaian kemaslahatan, keadilan 

distributif, dan perlindungan harta (ḥifẓ al-māl) sebagaimana menjadi tujuan utama maqāṣid al-

syarī‘ah. Penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan penelitian terdahulu melalui analisis 

empiris mengenai kondisi distribusi kekayaan masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang dalam 

perspektif maqāṣid al-syarī‘ah. 

 

METODE PENELITIAN 
Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan 

deskriptif-analitis. Pendekatan ini digunakan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial 

dan ekonomi yang terjadi di masyarakat berdasarkan realitas empiris di lapangan. Penelitian 

kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali makna, pola, serta dinamika sosial yang 

berkaitan dengan konsentrasi kekayaan dan ketimpangan ekonomi dalam konteks lokal. 
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Pendekatan ini relevan karena mampu menangkap kompleksitas fenomena sosial yang tidak 

dapat diukur secara kuantitatif (Creswell, 2014). Selain pendekatan kualitatif, penelitian ini juga 

menggunakan pendekatan normatif dalam ekonomi syariah, yaitu menilai fenomena ekonomi 

berdasarkan prinsip maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya ḥifẓ al-māl (perlindungan harta), keadilan 

distributif, dan larangan praktik ekonomi yang merugikan masyarakat. Pendekatan ini digunakan 

untuk menganalisis kesesuaian praktik ekonomi lokal dengan nilai-nilai Islam, sehingga 

penelitian tidak hanya bersifat deskriptif tetapi juga evaluatif-normatif (Chapra, 2000). 

Lokasi penelitian ini adalah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan. 

Pemilihan lokasi didasarkan pada karakteristik ekonomi lokal yang didominasi sektor pertanian, 

perdagangan, serta usaha kecil dan menengah yang berpotensi menunjukkan adanya konsentrasi 

kekayaan pada kelompok tertentu. Penelitian ini dilakukan dalam periode pengumpulan data 

lapangan yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian hingga data dianggap cukup dan jenuh. 

Subjek penelitian terdiri atas tujuh informan yang dipilih secara purposive berdasarkan 

relevansinya dengan tema penelitian. Informan tersebut terdiri atas dua pelaku usaha, satu tokoh 

masyarakat yang juga berprofesi sebagai jurnalis, tiga akademisi atau praktisi ekonomi syariah, 

serta satu pengelola lembaga zakat yang memiliki pengetahuan mengenai kondisi distribusi 

ekonomi masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang. Pemilihan informan didasarkan pada 

keterlibatan mereka dalam aktivitas ekonomi, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan lembaga 

sosial-keagamaan, maupun kajian akademik yang berkaitan dengan distribusi kekayaan dan 

ketimpangan ekonomi. Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, 

yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan 

penelitian (Patton, 2002). Kriteria inklusi informan dalam penelitian ini meliputi: (1) memiliki 

pengalaman atau keterlibatan langsung dalam aktivitas ekonomi, pengelolaan usaha, kebijakan 

ekonomi, atau pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang; (2) memiliki 

pengetahuan yang memadai mengenai kondisi distribusi ekonomi dan ketimpangan sosial-

ekonomi masyarakat; serta (3) bersedia memberikan informasi secara terbuka dan mendalam 

selama proses penelitian. Adapun kriteria eksklusi meliputi individu yang tidak memiliki 

keterkaitan langsung dengan fokus penelitian, tidak dapat memberikan informasi yang relevan, 

atau tidak bersedia mengikuti proses wawancara secara lengkap. 

Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer 

diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dan observasi langsung di 

lapangan. Data ini digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai struktur kepemilikan 

usaha, akses terhadap modal, distribusi pasar, serta relasi ekonomi masyarakat. Data sekunder 

diperoleh dari literatur ilmiah, jurnal, buku, laporan statistik resmi, serta dokumen kebijakan 

pemerintah yang relevan dengan penelitian. 

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Observasi dilakukan untuk mengamati langsung aktivitas ekonomi masyarakat. Wawancara 

mendalam digunakan untuk menggali informasi terkait distribusi kekayaan dan persepsi keadilan 

ekonomi. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data empiris melalui sumber tertulis seperti 

laporan resmi dan data statistik. 

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber 

dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang 

diperoleh dari berbagai informan yang memiliki latar belakang berbeda, seperti akademisi, 

pelaku usaha, tokoh masyarakat, dan pengelola lembaga zakat. Sementara itu, triangulasi metode 

dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi 

sehingga data yang diperoleh dapat diverifikasi dan memiliki tingkat kredibilitas yang lebih 



Nurul Asia, Konsentrasi Kekayaan dan Ketimpangan Ekonomi... 

BIFEJ, Vol. 6 (1) Juni 2026 |57 

 

tinggi. Proses triangulasi dilakukan secara berkelanjutan selama pengumpulan dan analisis data 

untuk memastikan konsistensi serta validitas temuan penelitian. 

Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña 

(2014). Analisis diawali dengan proses transkripsi hasil wawancara yang kemudian dilanjutkan 

dengan open coding untuk mengidentifikasi konsep, isu, dan informasi penting yang muncul dari 

data lapangan. Kode-kode yang memiliki kesamaan makna selanjutnya dikelompokkan melalui 

proses kategorisasi dan thematic coding sehingga menghasilkan tema-tema utama berupa 

konsentrasi kepemilikan modal, akses ekonomi masyarakat, distribusi sumber daya ekonomi, 

peran instrumen ekonomi syariah, dan implikasinya terhadap keadilan distributif. Setelah proses 

coding dilakukan, analisis dilanjutkan melalui reduksi data, penyajian data (data display), dan 

penarikan kesimpulan atau verifikasi. Proses analisis berlangsung secara interaktif dan berulang 

sejak tahap pengumpulan data hingga diperoleh pola, hubungan, dan tema yang konsisten. Hasil 

analisis kemudian diinterpretasikan menggunakan perspektif oligarki ekonomi, distribusi 

kekayaan dalam ekonomi Islam, dan maqāṣid al-syarī‘ah untuk memperoleh pemahaman yang 

komprehensif mengenai fenomena ketimpangan ekonomi di Kabupaten Sidenreng Rappang. 

(Miles et al., 2014) 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, analisis data dilakukan 

melalui tiga tahapan coding, yaitu open coding, axial coding, dan selective coding. Pada tahap 

open coding ditemukan sejumlah isu utama seperti dominasi pemilik modal dalam rantai 

distribusi ekonomi, keterbatasan akses pembiayaan masyarakat kecil, ketimpangan akses pasar, 

rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta belum optimalnya pemanfaatan instrumen 

ekonomi syariah. Selanjutnya, pada tahap axial coding berbagai kode tersebut dikelompokkan ke 

dalam beberapa kategori yang saling berkaitan, yaitu konsentrasi kepemilikan modal dan usaha, 

keterbatasan akses ekonomi masyarakat, serta peran kelembagaan ekonomi syariah dalam 

distribusi kesejahteraan. Tahap selective coding menghasilkan tiga tema utama penelitian, yaitu: 

(1) konsentrasi kekayaan dalam struktur ekonomi lokal Kabupaten Sidenreng Rappang, (2) 

faktor-faktor yang mempertahankan ketimpangan distribusi ekonomi masyarakat, dan (3) peran 

prinsip ekonomi syariah berbasis maqāṣid al-syarī‘ah dalam mewujudkan keadilan distributif. 

Ketiga tema tersebut menjadi dasar penyusunan hasil dan pembahasan penelitian. 

Sebagai bagian dari analisis tematik, peneliti menyusun diagram konseptual yang 

menggambarkan alur hubungan antara kode-kode awal (open coding), kategori tematik (axial 

coding), dan tema utama penelitian (selective coding) yang menjelaskan terjadinya konsentrasi 

akses ekonomi dan ketimpangan distribusi ekonomi di Kabupaten Sidenreng Rappang. Diagram 

tersebut disajikan pada Diagram 1 berikut. 
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Open Coding 

↓ 

Dominasi Modal 

↓ 

Akses Modal Terbatas 

↓ 

Ketimpangan Pasar 

↓ 

Axial Coding 

↓ 

konsentrasi akses ekonomi 

↓ 

Keterbatasan Akses Ekonomi 

↓ 

Selective Coding 

↓ 

Ketimpangan Distribusi Ekonomi 

↓ 

Evaluasi Maqāṣid al-Syarī‘ah 

 

Berdasarkan proses coding tersebut, penelitian menemukan bahwa dominasi modal dan 

penguasaan jaringan distribusi merupakan faktor utama yang memicu keterbatasan akses 

ekonomi masyarakat kecil. Kondisi tersebut selanjutnya membentuk konsentrasi akses ekonomi 

pada kelompok tertentu dan berdampak pada ketimpangan distribusi ekonomi. Dalam perspektif 

maqāṣid al-syarī‘ah, temuan ini menunjukkan bahwa distribusi manfaat ekonomi belum 

sepenuhnya mencerminkan prinsip ḥifẓ al-māl dan keadilan distributif karena akses terhadap 

sumber daya ekonomi masih terkonsentrasi pada sebagian pelaku ekonomi tertentu. 

Kondisi Konsentrasi Kekayaan dan Distribusi Ekonomi Masyarakat di Kabupaten 

Sidenreng Rappang 

Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan salah satu wilayah dengan struktur ekonomi 

berbasis sektor primer, terutama pertanian, peternakan, dan perdagangan. Berdasarkan data 

Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi daerah ini mencapai 7,71 persen dengan Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar Rp21,73 triliun dan PDRB per kapita mencapai 

Rp65,15 juta (BPS, 2026). Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi yang 

cukup signifikan di tingkat daerah. Namun, hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa 

pertumbuhan ekonomi tersebut tidak selalu diikuti oleh pemerataan distribusi pendapatan. 

Informan penelitian menunjukkan adanya perbedaan persepsi: sebagian menilai ekonomi 

semakin terbuka, tetapi sebagian lainnya melihat adanya kecenderungan konsentrasi akses 

ekonomi pada kelompok tertentu yang memiliki modal besar dan jaringan usaha yang kuat. 

Temuan ini dapat dibaca melalui perspektif teori oligarki Jeffrey Winters yang menjelaskan 

bahwa kelompok yang memiliki sumber daya material besar cenderung memiliki kemampuan 
lebih kuat untuk mempertahankan dan memperluas posisi ekonominya dibandingkan kelompok 

dengan sumber daya yang terbatas (Winters, 2011). 
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Gambar 1 

Data Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang 2025 

 

 
 

Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang, 2026 

Diakses tanggal 11 Mei 2026 

 

 

Gambar 2 

Kegiatan Farmer Meeting antara Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dan Cahaya 

Mario Group. 

 

 
 

Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang, 2026 
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Diakses tanggal 11 Mei 2026 

Dalam konteks Indonesia, Hadiz dan Robison menjelaskan bahwa oligarki sering 

berkembang melalui hubungan antara elite ekonomi dan elite politik dalam menguasai sumber 

daya strategis (Hadiz & Robison, 2013). Namun, penelitian ini tidak menemukan bukti yang 

cukup untuk menunjukkan adanya pola tersebut di Kabupaten Sidenreng Rappang. Temuan 

penelitian lebih menunjukkan adanya ketimpangan akses ekonomi yang bersumber dari 

penguasaan modal, jaringan usaha, dan distribusi pasar oleh kelompok usaha tertentu. 

Kondisi ini juga dapat dijelaskan melalui perspektif ketimpangan struktural yang 

menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak otomatis menghasilkan pemerataan, melainkan 

sering kali memperkuat posisi kelompok yang sudah memiliki keunggulan modal dan akses 

pasar. Ketimpangan pendapatan yang tinggi dapat menghambat mobilitas sosial dan memperkuat 

dominasi kelompok berpendapatan tinggi dalam struktur ekonomi lokal maupun nasional. Selain 

itu, konsentrasi kekayaan semakin meningkat pada kelompok 10% teratas akibat struktur 

ekonomi yang tidak inklusif dan lemahnya redistribusi kebijakan fiskal di banyak negara 

berkembang. Temuan ini memperkuat hasil penelitian di Kabupaten Sidenreng Rappang bahwa 

pertumbuhan ekonomi daerah belum sepenuhnya mampu menciptakan pemerataan, karena masih 

terdapat hambatan struktural dalam akses modal, jaringan usaha, dan distribusi pasar yang 

menyebabkan akumulasi kekayaan lebih cepat terjadi pada kelompok tertentu. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi kekayaan yang ditemukan di Kabupaten 

Sidenreng Rappang tidak muncul dalam bentuk penguasaan politik secara langsung, melainkan 

melalui penguasaan modal, jaringan distribusi, dan akses pasar oleh kelompok usaha tertentu. 

Berdasarkan keterangan beberapa informan, pelaku usaha yang memiliki modal besar cenderung 

lebih mudah mengakses jaringan pemasaran, memperluas skala usaha, serta menentukan pola 

distribusi komoditas dibandingkan pelaku usaha kecil. Azhar Burhanuddin menjelaskan bahwa: 

 

"Di Sidrap itu sendiri, kondisi ini bisa terlihat dari sektor-sektor utama seperti pertanian 

(terutama padi/beras), peternakan ayam petelur, dan perdagangan, yang dalam beberapa kasus 

dikuasai oleh pengusaha besar atau keluarga tertentu yang memiliki modal kuat dan jaringan 

luas." 

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa konsentrasi kekayaan yang ditemukan dalam 

penelitian ini tidak semata-mata berkaitan dengan besarnya pendapatan yang dimiliki kelompok 

tertentu, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan mereka menguasai jaringan usaha dan akses 

distribusi pada sektor-sektor ekonomi strategis. Temuan ini memperlihatkan bahwa keunggulan 

modal yang dimiliki pelaku usaha besar memungkinkan mereka mempertahankan posisi dominan 

dalam struktur ekonomi lokal. 

Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat bergantung pada jaringan usaha yang 

telah mapan untuk memasarkan hasil produksi mereka. Dalam perspektif teori oligarki Jeffrey 

Winters, fenomena tersebut dapat dipahami sebagai bentuk konsentrasi sumber daya material 

yang memungkinkan kelompok tertentu mempertahankan posisi ekonominya secara 

berkelanjutan. Meskipun penelitian ini tidak menemukan adanya kontrol politik langsung oleh 

kelompok ekonomi tertentu, hasil wawancara menunjukkan adanya kecenderungan bahwa 

kepemilikan modal yang besar menghasilkan keuntungan kompetitif yang terus direproduksi 

melalui penguasaan akses pasar, jaringan usaha, dan distribusi komoditas. Dengan demikian, 

mekanisme yang ditemukan lebih tepat dipahami sebagai kecenderungan oligarkis pada tingkat 

ekonomi lokal daripada oligarki politik dalam arti yang lebih luas. 
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Proses akumulasi modal tersebut berlangsung ketika pelaku usaha yang telah memiliki 

kekuatan ekonomi memperoleh peluang yang lebih besar untuk memperluas jaringan usaha, 

meningkatkan kapasitas produksi, dan mengakses pasar yang lebih luas. Sebaliknya, pelaku 

usaha kecil menghadapi keterbatasan modal, akses pembiayaan, dan jaringan pemasaran 

sehingga kemampuan mereka untuk meningkatkan skala usaha relatif lebih lambat. Akibatnya, 

manfaat pertumbuhan ekonomi cenderung lebih cepat terakumulasi pada kelompok yang telah 

memiliki keunggulan ekonomi sebelumnya. Temuan ini menunjukkan bahwa ketimpangan 

ekonomi di Kabupaten Sidenreng Rappang tidak hanya berkaitan dengan perbedaan pendapatan, 

tetapi juga dengan perbedaan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi yang menjadi 

dasar proses akumulasi kekayaan. 

Azhar juga menjelaskan bahwa: 

 

"Kepemilikan usaha di Sidrap cenderung belum sepenuhnya merata. Usaha peternakan 

ayam skala besar dimiliki oleh pengusaha bermodal besar, penggilingan padi modern dan 

distribusi hasil panen dikuasai oleh pelaku usaha tertentu, sedangkan masyarakat kecil seperti 

petani dan buruh tani lebih banyak berada di posisi sebagai produsen dengan akses terbatas 

terhadap pasar." 

 

Kutipan tersebut menggambarkan mekanisme yang menyebabkan akumulasi modal 

berlangsung secara berkelanjutan. Pelaku usaha yang telah menguasai sarana produksi dan 

jaringan distribusi memperoleh akses yang lebih besar terhadap keuntungan ekonomi, sementara 

petani dan pelaku usaha kecil tetap berada pada posisi yang bergantung pada struktur pasar yang 

telah terbentuk. Kondisi ini menciptakan reproduksi keunggulan ekonomi pada kelompok yang 

sama dari waktu ke waktu. 

 

Menurut Azhar: 

 

"Penyebab utama dapat dilihat karena keterbatasan modal bagi masyarakat kecil, akses 

informasi dan teknologi yang tidak merata, serta relasi kekuasaan dan jaringan bisnis yang kuat 

pada kelompok tertentu." 

 

Temuan tersebut menunjukkan bahwa proses akumulasi modal di Kabupaten Sidenreng 

Rappang tidak hanya dipengaruhi oleh kepemilikan aset ekonomi, tetapi juga oleh kemampuan 

mengakses informasi, teknologi, dan jaringan bisnis. Faktor-faktor tersebut menghasilkan 

keuntungan kompetitif yang lebih besar bagi kelompok usaha tertentu sehingga memperkuat 

kecenderungan konsentrasi kekayaan dalam struktur ekonomi lokal. 

 

Dalam perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, temuan tersebut menunjukkan bahwa tujuan ḥifẓ 

al-māl belum sepenuhnya tercapai. Meskipun pertumbuhan ekonomi daerah mengalami 

peningkatan, distribusi manfaat ekonomi belum dapat diakses secara merata oleh seluruh lapisan 

masyarakat. Konsentrasi kepemilikan modal dan dominasi kelompok tertentu dalam aktivitas 

ekonomi menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak ekonomi masyarakat secara luas masih 

menghadapi berbagai kendala. Kondisi ini berpotensi mengurangi tingkat kemaslahatan sosial 

karena manfaat pembangunan ekonomi belum sepenuhnya dirasakan secara inklusif oleh 

masyarakat. 
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Faktor yang mempengaruhi terjadinya konsentrasi kekayaan dan ketimpangan distribusi 

ekonomi di Kabupaten Sidenreng Rappang. 

Terjadinya konsentrasi kekayaan dan ketimpangan distribusi ekonomi di Kabupaten 

Sidenreng Rappang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik dari aspek 

struktur ekonomi daerah, akses terhadap modal dan sumber daya, maupun kebijakan 

pembangunan yang belum sepenuhnya bersifat inklusif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pertumbuhan ekonomi daerah belum sepenuhnya diikuti dengan pemerataan distribusi 

kesejahteraan masyarakat. Kondisi tersebut terlihat dari masih adanya dominasi kelompok 

tertentu dalam penguasaan sektor-sektor ekonomi strategis, terutama pada bidang pertanian, 

perdagangan hasil produksi, dan peternakan skala besar. Fenomena ini menunjukkan bahwa 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu secara otomatis menciptakan distribusi 

pendapatan yang merata di tengah masyarakat. 

Rantai distribusi hasil pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang masih menunjukkan 

kecenderungan dikuasai oleh pelaku usaha yang memiliki modal besar dan jaringan pemasaran 

yang luas. Kondisi tersebut tergambar dari pernyataan Syamsiah yang menjelaskan bahwa: 

"Di Sidrap, hal ini tampak jelas dalam sektor pertanian dan perdagangan beras, di mana 

pemilik modal besar sering kali mengendalikan harga dan distribusi sehingga petani kecil sulit 

bersaing." 

Syamsiah juga menambahkan bahwa dominasi jaringan keluarga dalam bisnis lokal 

menyebabkan peluang ekonomi lebih banyak berputar pada kelompok yang sama sehingga akses 

masyarakat luas terhadap sumber daya ekonomi menjadi lebih terbatas. Kondisi ini menyebabkan 

petani kecil memiliki posisi tawar yang relatif lemah dalam menentukan harga dan memperoleh 

keuntungan ekonomi. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Khan et al. (2023) yang 

menemukan bahwa dominasi pemilik modal dalam rantai distribusi sektor agraria berkontribusi 

terhadap meningkatnya ketimpangan pendapatan masyarakat (Khan et al., 2025). Persamaan 

tersebut menunjukkan bahwa struktur ekonomi berbasis pertanian cenderung menghasilkan pola 

distribusi keuntungan yang tidak seimbang apabila akses pasar dan modal hanya dikuasai oleh 

kelompok tertentu. Dalam konteks Kabupaten Sidenreng Rappang, kondisi tersebut diperkuat 

oleh ketergantungan ekonomi daerah pada sektor pertanian dan perdagangan hasil produksi yang 

masih didominasi oleh pelaku usaha bermodal besar. Untuk mengidentifikasi pola utama yang 

muncul dari hasil wawancara, peneliti melakukan proses open coding, axial coding, dan selective 

coding. Hasil proses coding tersebut disajikan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Hasil Proses Coding Penelitian 

 

Open Coding Axial Coding Selective Coding 

Dominasi modal Akses ekonomi tidak merata Konsentrasi akses ekonomi 

Penguasaan pasar Dominasi distribusi Konsentrasi akses ekonomi 

Sulit memperoleh pembiayaan Keterbatasan akses modal Ketimpangan ekonomi 

Rendahnya pendidikan Hambatan mobilitas ekonomi Ketimpangan ekonomi 

Zakat produktif Redistribusi ekonomi Keadilan distributif syariah 
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Tabel 1 menunjukkan bahwa tema-tema dominasi modal, penguasaan pasar, keterbatasan 

akses pembiayaan, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia terkonsolidasi ke dalam 

kategori yang lebih luas berupa konsentrasi akses ekonomi dan keterbatasan akses ekonomi. 

Tema-tema tersebut selanjutnya membentuk konstruksi utama penelitian mengenai ketimpangan 

distribusi ekonomi di Kabupaten Sidenreng Rappang. 

Keterbatasan akses modal merupakan salah satu hambatan utama yang dihadapi 

masyarakat kecil dalam mengembangkan usaha produktif. Salah satu informan menjelaskan 

bahwa akses masyarakat kecil terhadap sumber daya ekonomi masih menghadapi berbagai 

kendala, terutama dalam memperoleh pembiayaan usaha. Sebagaimana disampaikan: 

 

"Akses masyarakat kecil terhadap sumber daya ekonomi masih terbatas, seperti sulitnya 

akses permodalan dari lembaga keuangan, terbatasnya akses ke teknologi pertanian modern, dan 

ketergantungan pada pihak perantara dalam menjual hasil produksi." 

 

Kondisi tersebut menyebabkan pelaku usaha kecil sulit meningkatkan skala usaha dan 

daya saingnya dibandingkan kelompok yang memiliki modal lebih besar. Temuan ini sejalan 

dengan penelitian Beck et al. (2013) yang menunjukkan bahwa rendahnya inklusi keuangan 

berkontribusi terhadap meningkatnya ketimpangan ekonomi karena kelompok masyarakat 

berpendapatan rendah memiliki akses yang terbatas terhadap pembiayaan produktif (Beck et al., 

2013). Persamaan tersebut menunjukkan bahwa akses modal merupakan faktor penting dalam 

menentukan distribusi peluang ekonomi. Namun demikian, dalam konteks Kabupaten Sidenreng 

Rappang hambatan akses modal tidak hanya disebabkan oleh faktor kelembagaan keuangan, 

tetapi juga dipengaruhi oleh rendahnya kapasitas usaha dan keterbatasan jaringan ekonomi 

masyarakat kecil. Dalam perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, kondisi tersebut bertentangan dengan 

prinsip ḥifẓ al-māl karena membatasi kesempatan masyarakat untuk memperoleh dan 

mengembangkan sumber daya ekonomi secara adil. 

Rendahnya kualitas sumber daya manusia juga menjadi faktor yang mempengaruhi 

ketimpangan ekonomi masyarakat. Abd. Jabbar menjelaskan bahwa sebagian masyarakat 

sebenarnya memiliki peluang ekonomi yang cukup terbuka, tetapi belum mampu 

memanfaatkannya secara optimal karena keterbatasan kemampuan dan pendidikan. Menurutnya: 

 

"Masyarakat kecil kurang berkembang mungkin karena modal atau keterbatasan pribadi 

atau faktor pendidikan yang rendah yang sangat mempengaruhi kondisi ekonomi seseorang." 

 

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi tidak hanya dipengaruhi 

oleh faktor struktural, tetapi juga oleh kemampuan individu dalam memanfaatkan peluang 

ekonomi yang tersedia. Temuan ini sejalan dengan laporan United Nations Development 

Programme (UNDP) yang menyatakan bahwa rendahnya kualitas pendidikan dan keterampilan 

berkontribusi terhadap meningkatnya ketimpangan pendapatan karena membatasi akses 

masyarakat terhadap peluang ekonomi yang lebih baik. Persamaan tersebut menunjukkan bahwa 

kualitas sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam meningkatkan mobilitas ekonomi 

masyarakat. Namun demikian, dalam konteks Kabupaten Sidenreng Rappang, hambatan tersebut 

tidak hanya berkaitan dengan tingkat pendidikan formal, tetapi juga terbatasnya akses terhadap 

pelatihan kewirausahaan dan pengembangan kapasitas usaha yang sesuai dengan kebutuhan 

ekonomi lokal. Dalam perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, kondisi ini dapat menghambat 
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terwujudnya kemaslahatan karena masyarakat belum memperoleh kesempatan yang optimal 

untuk mengembangkan potensi ekonomi dan meningkatkan kesejahteraannya secara 

berkelanjutan. 

Data lapangan menunjukkan adanya beberapa pelaku usaha berskala besar yang memiliki 

pengaruh signifikan dalam struktur ekonomi daerah. Abd. Jabbar menjelaskan bahwa: 

 

"Peternakan PT Cahaya Mario Brother Group terbesar di kawasan timur Indonesia. 

Produksi telurnya menguasai beberapa wilayah." 

 

Ia juga menyebut bahwa: 

 

"PB Rahmah pertanian memiliki pabrik yang besar dan sawah yang sangat luas. Dia 

bahkan menjadi penentu harga gabah menurut wacana sebagian orang." 

 

Fenomena yang ditemukan di Kabupaten Sidenreng Rappang memperlihatkan bahwa 

kelompok yang memiliki modal besar cenderung lebih mudah memperluas kepemilikan usaha, 

menguasai jaringan distribusi, serta memperoleh akses pasar yang lebih luas dibandingkan 

pelaku usaha kecil. Kondisi tersebut menyebabkan akumulasi kekayaan berlangsung lebih cepat 

pada kelompok tertentu, sementara sebagian masyarakat mengalami keterbatasan dalam 

meningkatkan kapasitas ekonominya. Temuan ini sejalan dengan pandangan yang menjelaskan 

bahwa akumulasi modal yang berlangsung secara terus-menerus tanpa mekanisme redistribusi 

yang efektif akan memperbesar kesenjangan sosial-ekonomi dalam masyarakat (Taufiq et al., 

2025). Temuan ini juga didukung oleh World Inequality Report yang menunjukkan tingginya 

konsentrasi kekayaan pada kelompok berpendapatan tinggi di berbagai negara (WIR, 2024). 

Persamaannya terletak pada kecenderungan terkonsentrasinya sumber daya ekonomi pada 

kelompok yang telah memiliki keunggulan modal. Namun demikian, dalam konteks Kabupaten 

Sidenreng Rappang, konsentrasi akses ekonomi lebih banyak terjadi melalui penguasaan sektor 

pertanian, perdagangan hasil produksi, dan jaringan usaha lokal dibandingkan melalui 

kepemilikan aset finansial berskala besar sebagaimana ditemukan dalam studi global. Dari 

perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penguatan mekanisme 

distribusi ekonomi agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh 

masyarakat. 

Informan penelitian mengungkapkan bahwa akses terhadap pasar, jaringan usaha, dan 

peluang ekonomi cenderung lebih mudah diperoleh oleh kelompok yang telah memiliki posisi 

ekonomi yang kuat. Beberapa informan menilai bahwa hubungan bisnis, jaringan distribusi, dan 

akses informasi ekonomi sering kali menjadi faktor yang menentukan keberhasilan usaha 

dibandingkan kemampuan ekonomi semata.  

 

Hamka menjelaskan: 

 

"Selain modal, jaringan usaha memiliki pengaruh besar. Pelaku usaha yang memiliki 

relasi lebih luas biasanya lebih mudah memperoleh informasi pasar dan memperluas distribusi 

produknya." (Hamka, wawancara, 2026). 

 

Temuan ini sejalan dengan penelitian Lauermann dan Mallak (2023) yang menjelaskan 

bahwa elite capture terhadap institusi ekonomi dapat memperkuat dominasi kelompok tertentu 
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dalam penguasaan sumber daya dan peluang ekonomi (Lauermann & Mallak, 2023). Persamaan 

tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor modal, 

tetapi juga oleh akses terhadap jaringan dan kelembagaan ekonomi. Namun demikian, pada 

konteks Kabupaten Sidenreng Rappang fenomena tersebut lebih banyak muncul dalam bentuk 

penguasaan jaringan distribusi dan hubungan ekonomi lokal dibandingkan dominasi formal 

terhadap lembaga-lembaga ekonomi. Dari perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, kondisi tersebut 

berpotensi menghambat terciptanya keadilan distributif karena akses terhadap sumber daya 

ekonomi belum terbuka secara setara bagi seluruh lapisan masyarakat. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peluang ekonomi di Kabupaten Sidenreng Rappang 

masih banyak terkonsentrasi pada sektor pertanian dan perdagangan hasil produksi, sementara 

pengembangan sektor ekonomi kreatif, usaha generasi muda, dan sektor non-pertanian belum 

berkembang secara optimal. Temuan ini sejalan dengan penelitian Hornok dan Raeskyesa (2023) 

yang menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi yang terpusat pada sektor tertentu dapat 

memperbesar ketimpangan apabila tidak diimbangi dengan perluasan kesempatan ekonomi pada 

sektor lainnya (Hornok & Raeskyesa, 2023). Persamaan tersebut menunjukkan bahwa 

diversifikasi ekonomi merupakan faktor penting dalam menciptakan distribusi kesejahteraan 

yang lebih merata. Namun demikian, kondisi Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki 

karakteristik khusus karena ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap sektor pertanian masih 

sangat tinggi sehingga transformasi ekonomi membutuhkan proses yang lebih bertahap. Dalam 

perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, perluasan akses masyarakat terhadap berbagai sektor ekonomi 

produktif merupakan bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan dan keadilan distributif yang 

lebih luas. 

Gambar 3 

Nilai PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga 

Berlaku dan Konstan 2010 Tahun 2023 - 2025 (miliar rupiah) 

 
 

Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang, 2026 
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Diakses tanggal 11 Mei 2026 

 

Dalam perspektif ekonomi Islam, ketimpangan distribusi ekonomi tidak hanya dipandang 

sebagai persoalan ekonomi semata, tetapi juga berkaitan dengan keadilan sosial dan distribusi 

akses terhadap sumber daya ekonomi masyarakat. Chapra menjelaskan bahwa sistem ekonomi 

Islam menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil serta perlindungan terhadap 

kelompok ekonomi lemah agar kesejahteraan dapat dirasakan secara menyeluruh (Chapra, 2000). 

Prinsip tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi harus diiringi dengan pemerataan 

akses modal, pendidikan, dan kesempatan usaha agar tidak terjadi penumpukan kekayaan pada 

kelompok tertentu. Dengan demikian, upaya mengurangi ketimpangan ekonomi di Kabupaten 

Sidenreng Rappang memerlukan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif, penguatan akses 

pembiayaan masyarakat kecil, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengembangan 

distribusi ekonomi yang lebih berkeadilan. 

Dari perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, keterbatasan akses masyarakat terhadap modal, 

pendidikan, dan peluang usaha merupakan bentuk ketidakadilan distributif yang dapat 

menghambat pencapaian kemaslahatan ekonomi. Prinsip ḥifẓ al-māl tidak hanya menekankan 

perlindungan hak kepemilikan harta, tetapi juga menjamin kesempatan yang adil bagi masyarakat 

untuk memperoleh dan mengembangkan sumber daya ekonomi. Oleh karena itu, ketimpangan 

akses ekonomi yang terjadi di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan perlunya kebijakan 

yang lebih inklusif agar distribusi manfaat ekonomi dapat berlangsung secara lebih merata dan 

berkeadilan. 

Peran prinsip ekonomi syariah dalam mewujudkan keadilan ekonomi di Kabupaten 

Sidenreng Rappang berdasarkan kerangka maqāṣid al-syarī‘ah. 

Peran prinsip ekonomi syariah dalam mewujudkan keadilan ekonomi di Kabupaten 

Sidenreng Rappang tidak dapat dipisahkan dari konsep maqāṣid al-syarī‘ah yang menekankan 

kemaslahatan, keseimbangan sosial, dan keadilan distribusi kekayaan dalam masyarakat. Dalam 

perspektif ekonomi Islam, aktivitas ekonomi tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan dan 

keuntungan material semata, tetapi juga diarahkan pada terciptanya kesejahteraan sosial serta 

perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang lemah secara ekonomi. Oleh karena itu, 

distribusi kekayaan menjadi bagian penting dalam menjaga harta (ḥifẓ al-māl) dan mewujudkan 

kemaslahatan umum (Bouheraoua, 2011). 

Instrumen ekonomi Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) memiliki 

fungsi strategis sebagai mekanisme redistribusi ekonomi untuk mengurangi ketimpangan sosial 

dan memperkuat kesejahteraan masyarakat. Dalam ekonomi Islam, distribusi kekayaan tidak 

hanya bertujuan menciptakan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan keadilan sosial dan 

keseimbangan ekonomi masyarakat (Karim, 2018). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

implementasi ekonomi syariah di Kabupaten Sidenreng Rappang telah berjalan melalui aktivitas 

lembaga zakat, kegiatan sosial keagamaan, dan bantuan ekonomi masyarakat. Namun demikian, 

sebagian besar praktik distribusi zakat masih bersifat konsumtif dan belum sepenuhnya diarahkan 

pada pemberdayaan ekonomi produktif masyarakat sehingga dampaknya terhadap kemandirian 

ekonomi masih terbatas. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian yang menjelaskan bahwa 

pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah dalam ekonomi dan keuangan Islam menempatkan kesejahteraan 

sosial, keadilan distributif, dan pembangunan manusia sebagai tujuan utama aktivitas ekonomi 

syariah (Karim, 2018). Selain itu, peneliti lain juga menjelaskan bahwa implementasi maqāṣid al-
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sharī‘ah dalam lembaga keuangan syariah memiliki hubungan erat dengan peningkatan 

kesejahteraan masyarakat dan orientasi sosial ekonomi Islam (Hudaefi & Badeges, 2022). 

 

Dalam konteks lokal, peran zakat produktif mulai diarahkan untuk mendukung 

pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil. Wahidin selaku Ketua BAZNAS Kabupaten 

Sidenreng Rappang menjelaskan bahwa: 

 

"Pengusaha dan mustahiknya dipertemukan diberi modal usaha 3 juta per orang." 

 

Ia juga menjelaskan bahwa: 

 

"Program Baznas 1 miliar disalurkan dalam zakat produktif pada bulan Ramadhan, dua 

orang per desa secara merata di seluruh kecamatan di Sidrap." 

 

Selain itu, penerima bantuan tidak hanya memperoleh modal usaha, tetapi juga 

mendapatkan pendampingan dan pengawasan dalam pengelolaan usaha. Menurut Wahidin: 

 

"Mereka bukan hanya diberi bantuan tapi juga dikontrol dalam pengelolaannya." 

 

Temuan ini menunjukkan bahwa praktik zakat produktif di Kabupaten Sidenreng 

Rappang telah bergerak ke arah pemberdayaan ekonomi masyarakat. Namun demikian, informan 

lain menilai bahwa sebagian besar praktik zakat, infak, sedekah, dan wakaf masih lebih banyak 

bersifat konsumtif dibandingkan produktif sehingga dampaknya terhadap pengurangan 

ketimpangan ekonomi belum optimal. Temuan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas 

instrumen ekonomi syariah masih memerlukan penguatan kelembagaan, peningkatan skala 

program, serta pendampingan usaha yang berkelanjutan agar tujuan maqāṣid al-syarī‘ah, 

khususnya ḥifẓ al-māl dan keadilan distributif, dapat tercapai secara lebih optimal. 

 

Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi zakat dari pola konsumtif menuju pola 

produktif masih membutuhkan penguatan kelembagaan dan sistem pemberdayaan ekonomi 

masyarakat yang lebih terstruktur. Dalam perspektif ekonomi Islam, distribusi kekayaan tidak 

hanya berkaitan dengan pemerataan pendapatan, tetapi juga dengan terciptanya keadilan sosial 

dan keseimbangan ekonomi. Ekonomi moral Islam menempatkan keadilan distributif dan 

kesejahteraan sosial sebagai tujuan utama aktivitas ekonomi (Asutay, 2012). Sistem ekonomi 

Islam juga menolak praktik eksploitasi ekonomi, monopoli, serta penumpukan kekayaan yang 

menyebabkan ketimpangan sosial dalam masyarakat (Karim, 2019). Pandangan tersebut relevan 

dengan perkembangan ekonomi digital syariah saat ini. Pengawasan syariah, transparansi 

transaksi, dan pencegahan unsur riba, gharar, serta maysir menjadi bagian penting dalam 

menjaga keadilan dan keberlanjutan sistem keuangan syariah di era digital (Asia & Semaun, 

2025). Hal tersebut menunjukkan bahwa prinsip keadilan dalam ekonomi Islam tidak hanya 

berlaku dalam transaksi konvensional, tetapi juga dalam aktivitas ekonomi digital modern. 

Pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah menempatkan keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat, 

dan distribusi kekayaan sebagai tujuan utama pembangunan ekonomi Islam. Berdasarkan hasil 

penelitian, permasalahan utama dalam pelaksanaan zakat produktif di Kabupaten Sidenreng 

Rappang bukan terletak pada tidak adanya program pemberdayaan ekonomi, melainkan pada 

keterbatasan skala program, cakupan penerima manfaat, dan keberlanjutan pendampingan usaha 
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setelah bantuan diberikan. Meskipun BAZNAS telah menyalurkan bantuan modal usaha kepada 

mustahik melalui program zakat produktif, sebagian penerima masih menghadapi kendala dalam 

mengembangkan usaha akibat keterbatasan akses pasar, jaringan pemasaran, serta kapasitas 

pengelolaan usaha. 

Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas zakat produktif tidak cukup diukur dari 

jumlah dana yang disalurkan, tetapi juga dari kemampuan program dalam mendorong 

kemandirian ekonomi mustahik secara berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini 

menemukan bahwa faktor pendampingan usaha, penguatan kapasitas kewirausahaan, dan akses 

terhadap jaringan pemasaran merupakan elemen yang sama pentingnya dengan pemberian modal 

usaha. Tanpa adanya dukungan tersebut, bantuan zakat produktif berpotensi hanya berfungsi 

sebagai tambahan modal jangka pendek dan belum mampu menghasilkan transformasi ekonomi 

yang signifikan bagi penerima manfaat. Berdasarkan temuan tersebut, model penguatan zakat 

produktif yang relevan untuk diterapkan di Kabupaten Sidenreng Rappang adalah pendekatan 

pemberdayaan ekonomi berbasis ekosistem usaha. Dalam model ini, zakat produktif tidak hanya 

diberikan dalam bentuk bantuan modal, tetapi juga diintegrasikan dengan pelatihan 

kewirausahaan, pendampingan usaha secara berkala, fasilitasi akses pasar, serta kolaborasi antara 

BAZNAS, pemerintah daerah, lembaga keuangan syariah, dan pelaku usaha lokal. Melalui 

pendekatan tersebut, mustahik tidak hanya memperoleh tambahan modal usaha, tetapi juga 

memperoleh dukungan untuk meningkatkan kapasitas usaha dan memperluas akses ekonomi 

secara berkelanjutan. 

Dalam perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, model pemberdayaan tersebut lebih sesuai dengan 

tujuan ḥifẓ al-māl karena tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan ekonomi jangka pendek, 

tetapi juga memperkuat kemampuan masyarakat dalam memperoleh, mengembangkan, dan 

mempertahankan sumber daya ekonomi secara mandiri. Temuan ini menunjukkan bahwa 

efektivitas zakat produktif tidak hanya ditentukan oleh besarnya dana yang disalurkan, tetapi oleh 

kemampuan program dalam menciptakan transformasi ekonomi mustahik secara berkelanjutan. 

Dengan demikian, kontribusi penelitian ini tidak terletak pada pernyataan bahwa zakat produktif 

dapat mengurangi ketimpangan, karena hal tersebut telah banyak dibahas dalam literatur, 

melainkan pada identifikasi faktor-faktor yang menentukan efektivitas zakat produktif di tingkat 

lokal, yaitu pendampingan usaha, penguatan kapasitas kewirausahaan, akses pasar, dan 

kolaborasi kelembagaan dalam kerangka pemberdayaan ekonomi berbasis maqāṣid al-syarī‘ah. 

Secara teoretis, penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena konsentrasi kekayaan pada tingkat 

lokal tidak hanya dapat dijelaskan melalui pendekatan oligarki ekonomi dan ketimpangan 

struktural, tetapi juga dapat dianalisis menggunakan kerangka maqāṣid al-syarī‘ah. 
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PENUTUP 
Kondisi konsentrasi akses ekonomi dan distribusi ekonomi masyarakat di Kabupaten 

Sidenreng Rappang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah mengalami 

perkembangan yang cukup signifikan, khususnya pada sektor pertanian, peternakan, dan 

perdagangan. Namun, distribusi hasil pembangunan ekonomi belum sepenuhnya dirasakan secara 

merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Sebagian informan menilai bahwa peluang ekonomi 

telah terbuka secara luas, sedangkan sebagian lainnya melihat adanya kecenderungan konsentrasi 

ekonomi pada kelompok yang memiliki modal, jaringan usaha, dan akses distribusi yang lebih 

besar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah belum sepenuhnya 

diiringi dengan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif ekonomi syariah, 

pembangunan ekonomi tidak hanya diukur dari peningkatan produksi dan pendapatan, tetapi juga 

dari terciptanya keadilan distributif dan keseimbangan sosial dalam masyarakat. 

Faktor yang mempengaruhi terjadinya konsentrasi akses ekonomi dan ketimpangan 

distribusi ekonomi di Kabupaten Sidenreng Rappang dipengaruhi oleh struktur ekonomi daerah 

yang masih bertumpu pada sektor pertanian dan perdagangan hasil produksi, sehingga distribusi 

ekonomi lebih mudah dikuasai oleh kelompok yang memiliki modal besar dan jaringan usaha 

yang kuat. Selain itu, keterbatasan akses modal, pendidikan, teknologi, dan peluang usaha 

menyebabkan masyarakat kecil memiliki posisi tawar yang relatif lemah dalam aktivitas 

ekonomi. Kebijakan pembangunan daerah juga dinilai belum sepenuhnya inklusif karena masih 

berfokus pada sektor-sektor tertentu, sementara pengembangan ekonomi kreatif dan 

pemberdayaan usaha masyarakat kecil belum optimal. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa 

ketimpangan ekonomi tidak hanya dipengaruhi faktor individu, tetapi juga berkaitan dengan 

struktur ekonomi, akses sumber daya, dan kebijakan pembangunan yang belum merata. 

Peran prinsip ekonomi syariah dalam mewujudkan keadilan ekonomi di Kabupaten 

Sidenreng Rappang berdasarkan kerangka maqāṣid al-syarī‘ah menunjukkan bahwa instrumen 

ekonomi Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf memiliki potensi besar dalam 

menciptakan distribusi kekayaan yang lebih adil dan mengurangi ketimpangan sosial ekonomi 

masyarakat. Namun, implementasi ekonomi syariah di Kabupaten Sidenreng Rappang masih 

cenderung bersifat konsumtif dan belum sepenuhnya berkembang menjadi instrumen 

pemberdayaan ekonomi produktif masyarakat. Dalam perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, distribusi 

kekayaan harus diarahkan pada terciptanya kemaslahatan umum, perlindungan harta (ḥifẓ al-

māl), dan kesejahteraan sosial secara berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan 

pengelolaan zakat produktif, pengembangan wakaf produktif, peningkatan inklusi keuangan 

syariah, serta sinergi antara pemerintah daerah, lembaga zakat, dan masyarakat agar prinsip 

ekonomi syariah dapat berperan lebih efektif dalam mewujudkan keadilan ekonomi di Kabupaten 

Sidenreng Rappang. 
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